PERATURAN DAERAH PROPINSI BANTEN

NOMOR : 36 TAHUN 2002
TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROPINSI BANTEN 2002 — 2017

Menimbang

hengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

£
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CUBRERNUR BANTEN,

bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 23
Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten, perlu
adanya Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Banten
sebagai pedomzn bagi semua kegiatan pernanfaatan ruang
Secara optimal, serasi dan berkesinambungan quna
kemakmuran dan kesejahteraan seluruh masyarakat:

- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Banten 2002
- 2017,

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3034):

Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-
Ketentuan Pokok Pertambangan {iembaran Negara Tahun
1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);

Undang-uniang Nomor 13 Tahum 1980 tentang Jalan
(Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Ta:nbahan
Lembaran Negara Nomor 3186);

Undang-undang Nomor 20 Tahun 18982 tentang Ketentuan-
Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik
Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 51,
Tambahan Lembarai Negara Nomor 3234), sebagaimana
telah diubah dengan Undang-tindang Nomor 1 Tahun 1988
(Lembaran Negara Tahun 1888 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3368).

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian
(Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22 Tambahan
L embaran Negara Nomor 3274),

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentapg ?erikanan
(Lemharan Negara Tahun 1985 Nomi~e 46, Tambahan
L.e nbaran Negara Nomor 32¢9).
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/. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1985 tentang
Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3317);

8. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Kons._-rvéé“x
Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran

Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3419):

9. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang
Kepariwisataan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427);

10.Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan
dan Permukiman (Lembaran Negara Tahun 1932 Nomar 23,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469);

11.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Renda Cagar
Budaya (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 27,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3470);

12.Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran
(Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3493);

12.Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang “enataan
Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115,
Tambanan Lembaran Negara Nomor 3501),

14.Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Pengusaha
Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3611):

15.Undang-undang Nomor 23 Tahun 1597 tentang Pengelolaan
- Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tzahun 1997 Nomor
68. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839):

16.Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Fonsumen (Lembaran Negara Tahun 139% Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821):
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/. .Undang-undang HNomor 22 Tahun 19090 tentang
Pemerintahan  Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999
Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor B39y

"8 Undang-undang Nomwor 25 Tahun 1960 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848):

19.Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
(Lembaran Negara Tahun 1899 Nomor 167 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3888):

20.Undang-undang  Nomor 23 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun

2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4010);

21.Peraturan Pemerintah Nomor 22 {ahun 1982 tentang Tala

Pengaturan Air (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 37,
Tambanan Lembaran Negara Nomor 3228},



22.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi
(Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 38, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3226);

23.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan

(Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3239);

24.Pergluran Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang
Perlindungai Hutan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor
39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3294):

25.Peraturan  Pemerintah Nomor 50 Tahun 1986 tentang
Penyediaan dan Penggunaan Tanah Serta Ruang Udara di
Sekitar Bandar Udara (Lembaran Negara Tahun 1985
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3343)

26.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang
Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran
Negara Tahun 1088 Nomor 10, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3373):

27 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1990 tentang Jalan
Toi (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 12, Tambanhan
Lembaran Negara Nomor 3409);

<8.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai

(Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3445)
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29.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tertang
Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Beniuk dan Tata cara
Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembzran

Negara Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lemharan
Negara Nomor 3660);

30 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 teiitang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Ncgara
Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3721}

31.Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang
Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam

(Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 132, Tambzahan
Lembaran Negara Nomor 3776):

32 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang
engendalian Pencemaran dan atau Perusakan Laut

(Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 1999 Tambahan
Lembaran iNegara Nomor 2816);

33.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara
Tahun 1399 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3838);

34 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Taiwun 2000 tentang
Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran
Negara Tahun 2000 Nomor 20. Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3934);
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Menetapkan

35.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000_ tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai
Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

36.Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang
Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2000 Nomor 209 , Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4027);

37.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);

38.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentana
Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Tahun

2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4099);

39.Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang
Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara

Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4106);

40.Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1980 tentang
Pengeiolaan Kawasan Lindung;

41.Keputusan Presiden -Nomor 33 Tahun 1991 tentang
Penggunaan Tanah Bagi Kawasan Industri;

42 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang
Pengelolaan Kepelabuhanan;

43 Peraturan (Daerah Nomar 2 Tahun 2002 tentang Rencana

Strategis Propinsi Banten (Lembaran Daerah Tahun 2002
Nomor 3);

44 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Tata Cara
Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah
(Leinbaran vaerah Tahun 2002 Nomor 4);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI BANTEN

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH PROPINS! BANTEN TIONTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROPINS! BANTEN 2002

- 2017
BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1

2.

Daerah adalah Propinst Banten

Kahupaten/Kota adalah Knbupaten/Kota di Propinsi Banten:

y
ok
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Daerah Oton
Pemerintah Daerah adalah Gubernur besefta_ ;eéz';?::_t nom
yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Propin

Gubernur adalah Gubernur Banten; _ ) DPRD '
Dewan Perwakilan Rakyal Daeran yang .selar:i:;f“va aisebilt adalah
Dewan Perwakilan Rakyal Daerah Propinsi Ban IK ta di Propinel Banten:
BupatiWalikota adalah Bupati/Walikota Kabupaten/Kota di ! '

anr
Ruang adalah wadah yang meliputi ruang cfla\ratan,urst:;ancg’;a:;a1:1:]:51&:;1 |3kn|aiﬁi:g
udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat_ma_mk g TET i
hdup dan melakukan kegiatannya serta memelihara kelang ;

Tata Rvang adalah Wujud Struktural dan pola pemanfaatan ruang baik
direncanakan maupui tidak;

f
Penataan Ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang
baik direncanakan maupun tidak:

Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang:

Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Banten yang selanthnya disingkat
RTRWP Banten, adalah merupakan penjabaran dari strat?g1 dan arahan
kebijaksanaan pemanfaatan ruang wilayah Nasional kedaiam strategi dan
struktur pemanfaatan fuang wilayah Propinsi Banten:

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap

unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan
aspe- acministratif dan aspek fungsional:

Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budidaya;

Rawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama

melindung kelestarian lirgkungan hidup yang mencakup sumber daya alam
dan sumpar daya buatan:

Kawasan Budidaya adalah kawasan yang ditctapkan dengan fungsi utama

untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam,
sumber ¢aya manusia dan sumber daya buatan;

Kawasan Perkotaan adaiah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan
pertanian derigan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukimai
perkotaar  pemuvatan dan distribus; pelayanan jasa Pemerintahan,
pelayanan sosiat dan Kegiatan ekonomi:

Kawasan Perdesaan adalah Kawa
pertanian termasuk Peéngelolaan sy
kawasan sebagai  tempat
pemenntahan, pelayanan sosial

Kawasan ITeﬂe_nlu ad_aiah kawasan ang ditetapkan secara nasional
mampunyai nilaj strategis ¥ang penataan ruangnya dipinFifaskan-
Kawasan Andalan adaian kawasan  hgig '

aya

discekilainya  serta dapat

wiayah Nasional: PeManfaatan - ruang
Kawasan Hutan adalah wilayah lertenty
oleh pemerintah untuk dipertahankan keberaqd
rawasan Hulan Konservasi adalat

Yang mempunya; fungsi pokok pe
LAl Bt :;k-1:'.:5'.!(::11113{21;

San yang "' empunyai kegiatan utama
mber daya aflam dengan susunan fungsi

permukirpan perdesaan Pelayanan jasa
dan kegiatan ekonomi:

yang ditunjyk dan atau ditetapkan

1k “anya Sebagai hytan tetap,
nq?:fSan hutan dengan Ciri khas tertentu,
9awetan keanekaragaman A A
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Kawasan Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi
pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur
tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah instrusi air laut
dan memelihara kesuburan tanah:

Kawasan Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi
pokok memproduksi hasit hutan:

Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah suatu daerah tertentu_yang bentuk dan
sifat alamnya merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak
sungainya yang berfungsi menampung air yang berasal dari curah hujan dan
sumhar air lainnya dan kemudian mengalirkannya melalu sungai utama ke
faut;

Pusat Kegiatan Nasional (PKN) adalah kota yang mempunyai potensi sebagai
Pintu gerbang ke kawasan-kawasan internasional dan mempunyai potensi
Untuk mendorong daerah sekitarnya serta sebagai pusal jas2, pusat
pengolahan, simpul transportasi dengan skala pciayanan Nasivnai alau
beberapa Propinsi:

Pusat Kegiatan Wiayah (PKW) adalah kota sebagai pusat jasa, pusat
Pengolahan  dan  simpul transportasi yang melayani beberapa
Kabupaten/Kota: '

Pusal Kegiatan Lokal (PKL) adalah kota sebagai pusat jasa-jasa
“euanganibank yang melayani satu Kabupaten/Kota atau beberapa
Kecamatan sera simpul transportasi untuk satu Kabupaten atau beberapa
Kecamatan:

Miasyarakal adalah orang seorang, kelompok orang, termasuk masyarakat
Nukum ada: dan badan hukum:

Peran sera masyaraxat adalah berbagar kegiatan masyarakat, yang timbu
@as kehendak can prakarsa masyarakat, untuk berminat dan bergerak dalam
nenyclenggaraan penataan fuang.

BAB 1l
RUANG LINGKUP
Pasal 2

(1) Ruang iingkup Peraturan Daerah tentang RTRWP Banten 2002-2017
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mencakup kebiyakan perencanaan fata ruang, pemanfaatan

ruang dan
pengendalan pemanfaatan ruang Propinsi Banten

Penyusunan RTRWP Banten meliputi ruang daratan, lautan
saiu kesaluan wilayah, lempat manusia dan makhluk
melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupn

dan udara sebagai
lainnrva hidup dan
ya.

:3) Kewenangan Propinsi di bidang Penataan Ruang terdiri dari -

a Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom mencakup :
1) Perencanaan Tata Ruang Propinsi:
2) Kebijakan lintas ekologi, sistens Jaringan dan sistem kota-kota:
31 Penyawasan atas pelaksanaan PE€nataan ruang di wilayah Propinsi:

4) Penetapan RTRYW Propinsi berdasarkan kesepakatan Propinsi dengan
Kabupaten/Kota,

Do Pamibtas kerasama penataan raang hinias K;11)ljfj,il n/Kola



b. Kewenangan Propinsi sebagai wakil Pemerintah Pusat, mencakup :

1) Penyeimbang dan penyerasi keterpaduan antar wilayah, kawasan dan
sektor;

2) Pembinaan tata ruang kepada Kabupaten/Kota:
3) Pengawasan atas pelaksanaan tata ruang Kabupaten/Kota;

4) Penetapan dan arahan pengelolaan kawasan prioritas:
5) Norma dan kriteria Kawasan Lindung;

6) Arahan pengendalian kawasan budidaya strategis.

BAB Il
AZAS, TUJUAN, FUNGSI DAN KEDUDUKAN

Bagian Pertama

Azas dan Tujuan

_ Pasal 3
RTRWP Banten didasarkan atas azas

a. Pemanfaatan ruang urn

tuk semua kepentingan secara terpadu, berdayaguna
dan berhasilyuna, sera

si, selaras, seimbang dan berkelanjutan;

b. Persamaan, keadilan dan periindungan hukun: '

C. Keterbukaan, akuntahifitas dan partisipasi masyarakat.
Pasal 4

Tupuan disusunnys RTRWP Banten 2002-2017 adalah -
a Mencapai pemanfaatan sumber daya
peningkatan kesejahteraan masyarakat;

L. Meningkatkan keseimbangan dan keserasian perkembangan antar wilayah

serta keserasian antar seklor melalui pemanfaatan ruang kawasan secara
serasi, selaras dan seimbang serta berkelanjutan:

¢. Meningkatkan kemampuan memelihara pertahan
dinamis dan memperkuat Integrasi nasional:

d Meningkatkan kualitas lingkungan hidup serta mencegah timbu'nya kerusakan
fungsi dan tatanannya. -

alam secara berkelanjutan bag;i

an keamanan negara yang

Bagian Kedua
Fungsi dan Kedudukan

Pasal 5

(1) Fungst  RTRWP  Banten adalah sebagai pedoman bagi pelaksanaan
perencanaan, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang dalam
linghup Propinsi Banten tahun 2002 - 2017,

(2) Kedudukan RTRWP Banten adalah

a. merupakan penjabaran Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

yana berkaifan langsung dengan kepentinaan Propinsi Banten dan juga
Propins: vang berbatasan:



b. merupakan acuan kebijaksanaan pembangunan di tingkat  Propinsi
khususnya yang mengatur struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah; ¢

- Merupakan acuan, pengikal dan penyelaras dalam rangka keterpaduan
Peénataan ruang antara Propinsi dengan Kabupaten/Kota:

8AB IV
WILAYAH DAN JANGKA WAKTU RENCANA

Pasal 6

(1) Wiiayah Perencanaan dalam RTR

Sislemnya  ditentukan berdasa
fungsional

WP Banten adalah daerah dengan batas dan
rkan aspek administratif dan atau aspek

(2) Lingkup wilayah mencakup seluruh wilayah administratif Propinsi Banten yang
meliputi wilayah darat, laut dan udara

(3) Batas-balag wilayah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mempunyaij batas
wilavah sebagai berikut : sebeiah Utara Laut Jawa, sebelah Timur berbatasarn
dengan Propinsi DK Jakarta dan Propinsi Jawa Barat, sebelah Eelatan
ditatasi Samudera Hindia, sedangkan di sebelal Barat dengan Selat Sunda.

Pasal 7

Jangra waktu RTRWP Banten sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dari tahun

2002 sampai dengan tahun 2017 yang penentuan waktu perencanaannya
disesuaikan dengan hencapaian Visi dar Misi Propinsi Banten.

BAB V
KEBIJAK/AN PERENCANAAN TATA RUANG

Pasal 8

(1) RTRWP Banten 2002 - 2017 menjadi dasar dalam penyusunan rencana

pembangunan lima tahunan dan tahunan daerah serta rencana tata riang
yang lebih detail.

(2) Pengaturan mengenai rencana tata ruang secara detail atau ringi sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 9

(1) Perumusan pelaksanaan RTRWP Banten harus disusun petunjuk operasional
yang akan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur,

(2) Buku RTRWP Banten 2002 - 2017 meru

pakan bagian lampiran yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

(#) Kegiatan embentukan RTRWP Banten adalah kesepakatan yang tertuang
dalam Nota Kesepa'~atan antara Guherpnur deryan BupatifwWalikota se Propinsi

Banten dan merupakan bagian lampiran yang tidak teipisahkan dari Peraturan
Daerah ini.



BAB VI
KEBIJAKAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Pertama

Kebijakan Struktur Ruang

Paragraf Pertama
Arahan Pengembangan Sistem Kota-Kota dan Kawasan Pengembangan

Fungsional

Pasal 10

Arahan pengembangan sistem kota-kota pada Propinsi Banten 2002-2017,
meliputi -

a. Pusat Kegatan Nasional Pengembangan Kota Metropolitan, meliputi
Tangerang, Cilegon dan Serang;

5. Pusat Kegiatan Pemerintahan diarahkan pada wilayah Selatan Kabupaten
Serang;

¢ Pusat Kegiatan Wilayah Pengembangan Kota, meliputi Pandeglang, Rangkas
8itung, Ciputat, Serpong, Malimping, Labuan dan Cibaliung;

d. Pusat Kegiatan Lokal, meliputi Menes, Balaraja, Pasar Kemis, Cikupa, Ciomas,
Muara Binuangeun, Teluk Naga dan Sumur:

€

Pusat Pengembangan Kota Pendidikan diarahkan di Pandeglang, Kota Riset

dan Iptek di Seroong, Kota Wisata Sejarah di Kawasan Banten Lama dan Kota
Panwisata Baha+i di Bayah;

f. Pusat Pelatihan diarahkan di Kecamatan Pandealang, Kabupaten Pandeglang.

Pasal 11

(1) Pembangunan Pusat Kegiatan Pemerintahan sebagai'nana dimaksud dalam
pasal 10 huruf b diarahkan pada Kecamatan Curug, Kabupaten Serang.

{(2) Sistem Pembargunan Pusat Kegiatan Pemerintahai, sebagaimana dimaksud
dalam aya! (1) diusahakan dengan sistem konsentrik atay terpusat.

Paragraf Kedua

Arahan Pengembangan Kawasan Cepat Tumbuh

Pasal 12
Pengembangan kawasan cepat tumbuh ditunjuk  untuk mengakomodasi
kepentingan yang bersifat fisik keruangan dan sektor-sektor yang bernilai strategis
seperti : sektor industri, pariwisata dan pemukiman, dengan menetapkan 3 (tiga)
Kawasan cepat tumbuh, antara lain -

a. Kawasan cepat tumbuh pusat perindustrian berada di Kota Cilegon, Kabupaten
iangeran? dan Kota Tangerang;

b Kawasan cepat tumbuh permukiman dipusatkon di Kota Tangerang, Kabupaten
Tangerang dan Kabupaten Serang;



g Kavyasan Cepat tumbuh pariwisata yang meliputi kawasan Pantay 3ar
Carita, Pyl

_ au Krakatau, Tanjung Lesung dan Sumur), Kawasan Taman
Nasional Ujung Kulon, Kawasan

. Wisata Pantai Selatan (Pantai Rancecet,
Pantai Muara Binuangeun - Bayah), Wisata Budaya dan Sejarah/limu
Pengetahuan (Banten Lama, Pelabuhan Karangantu, Makam Para Aulia) aan
Perkampungan Masyarakat Bad

y uy di Kecamatan Leuwidamar, Desa Wisata d
'éenain;ukll (Kecamatan Sumur) dan Desa Wisata di Sawarna (Kecamatan
ayah),

at (Anyer,

Paragraf Ketiga

Arahan Pengembangan Kawasan Fungsional

Pasal 13

(1) Arahan Pengembangan Kawasan Fungsional, meliputi :
a.

Kawasan Pengembangan Fungsional Industri (KPF Industn); .
b. Kawasan Pengembangan Fungsional Wisata (KPF Wisata);
Kawasan Pengembangan Fungsional Transportasi (KPF Transportasi);

Kawasan Pengembangan Fungsional Pertambangan (KPF Pertambangan)

Kawasan Pengembangan Fungsional Konservasi (KPF Konservasi);
Kawasan Pengembangan Fungsional Pendidikan Tinggi (KPF Pendidikan
Tinggi);

m a o

—

g.

Kawasan Pengembangan Fungsional Kelautan (KPF Kelautan):
h

Kawasan Pengembangan Fungsional Perkotaan (KPI Perkotaan).

(2) Uraian secara terperinci mengenai Arahan Pengembangan Kawasan
Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdapat di dalam Buku
RTRWP Banten 2002 - 2017 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.

Paragraf Keempat

Arahan Pengembangan Infrastruktur Wilayah
Pasal 14

Arahan Pengembangan Infrastruktur Wilayah terdiri  dari pengembangan

infrastruktur transportasi darat, laut, udara, pengairan, energi, telekomunikasi dan
infrastruktur wilayah perumahan serta permukiman.

Pasal 15

Arahan pengembangan transportasi darat terdiri dari pengembangan jaringan

jalan, jaringan kereta api, terminal antar Propinsi dan Angkutan Sungai Danau dan
Penyeberangan (ASDP), yang meliputi :

a Terbenttknya sistem jaringan jalan arteri sebagai penghubung antar PKN
melalui peningkatan ruas jalan arteri Serang - Cilegon,

b Penelapan ruas jaion Teluk Naga - Mauk, Pontang - Kiamaiwatu sebagai jalan
anart,

(Y]



PKN
enghubung antara

OF:isontaI Banten Selatan
Muara Binuangeun dan

ektor sebagai

. - ialan Kol !
¢ Terbentuknya sistem jaringan jala ruas jalan h

dengan PKW dan antar PKW, Pada_
(Pandeglang - Sumur - C_lbail‘ung iy
Rangkasbitung - Saketi - Mallngp'.ng - fie
d  Terbangunnya iencana jaringan ]a!ankwsbituﬂgi
Cilegon - Labuan dan Serpong - Rar\g - o AT
e. Pengembangan kapasitas danl kualitas !anaengara. Ra
jalur ganda Jakarta - Merak, Cilegon-Bojo  oreta 2
Labuan dan pembangunan jaringan ]alan__
menghubungkan dengan Wilayah Sukabumi, -
f. Terbentuknya terminal terpadu di PKN Met'ropi 'd‘?; wilay
di PKN Metropolitan Merak (Cilegon) dan tipe
B di pusat-pusat kegiatan wilayah (PKW), ‘ g B ERAIER i)
a. Penvempurnaan sistem iaringan jalan melingkar Propin San GiengaanEpas
serta peningkatan pelayanan untuk ‘mendukung Cigading di Cilegon
perkembangan pelabuhan Bojonegara ¢i Serang dan Sgumur) Kabupaten'
rercana pembangunan peiabuhan di oantal B'arat (., U il
Pandeglang, pelabuhan di pantai Selatan (Muara Binuangeun) P
Kronjo-Mauk (Kabupaten Tangerang);

. - & B
. Feningkatan jaringan jalan poros tengah (Rangkasbitung-Malingping) mela!ui
Gunung Kencarna:

I Peningkatan aksesibilitas sistem transportasi ke Bandara Soekarno-Hatta;
j.  Peningkatan jalan Warunggunung - Petir - Ciruas, Palima - Pakupatan;
kK. Rencana pembangunan jalan to! Selat Sunda sepanjang 25 km.

a'eli)..:.\aa\i pendukung PKN, pada ruas

ta Api melalui pembangunan
ngkas Bitung-Pandeglang-
pi Saketi - Bayah untuk

Kota Tangerang dan tipe_e A
ah Malingping serta tipe

Pasal 16

Arahan pengembangan lransportasi laut terdiri darj
laut, yaitu meningkatkan kapasitas
sepagal pelabuhan utama dj

pengembangarn Dojonegara di Kaby

pengembangan pelabuhan
peiayanan Pelabuhan Merak dan Ciwandan
PKN  Metropolitan Cilegon

dan rencana
paten Serang.

Pasal 17
Arahan pengemibangan transportasi udara tediri i -
udara. meliputi - diri- dari Pengembangan pelabutan
a. Meningkatkan fungsi Pelayanan Bandarg S
. . oek 2 e
internasional di PKN Metropolitan Ta”QErang denarno Hatta sebagai Bandara
3.300 Ha: 9an memperluas area seluas
Meningkatkan kapasitas bandara k ;
Omersial (g : :
PKN Kabupat : Nnya,
Phidi I:J[Enegn 1?3?:%" ?Dandara Wisata diantarairanyl?rl:u LBandara e
Penerbang di ' "agelaran (Pandeglana s 9 LeSUNg dan Taman
enerbang di Curug, KabUpazen Taﬂgerang </ Serta Bandara untuk Calon

Pasal 1g
(1) Avahan pengembangan it
: : ‘n'raslrubq
janngan inaasi sawah a 9 Pengairan if e
dan Kabupaten Leban yang d'p”m'laskan di Wilayt:;\d':(] gd“ Pergarmaanga’
abupaten Pandeglang



(2) Pengembangan waduk atau bendungan serta bendungan lintas wilayah dalam
rangka mendukung pengembangan PKN dan PKW, dengan terbangunpya
waduk Sungai Ciujung, Waduk Karian, Pasir Kopo, Cilawang, Tanjung, Sugai
Cidurian, Waduk Citaweng, Sungai Ciliman, Waduk Leuwi Kopo, Situ

Cikoncang serta pengoptimalan penggunaan air yang tertampung pada Rawa
Dano.

Pasal 19

Arahan pengembangan infrastruktur energi yaitu peningkatan pasoxan daya listrik
P_LTU Suralaya di Kota Cilegon serta pembangunan Gardu Induk (Gl) yang
direncanakan di Kabupaten Pandeglang dan pengembangan mini power plant

Se.k*_or Usaha Kelistrikan Sendiri (UKS) di Kabupaten Serang serta pengembangan
mini FLTU di Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang.

Pasal 20

Arahan pengembangan telekomunikasi terdiri dari pengembangan satuan
sambungan telepon, geiombang suara dan jaringan informasi, yang meliputi
pengembangan telekomunikasi perdesaan melalui pengadaan alat komunikasi
PASTI (Pasang Telepon Sendir) serta pembangunan sistem jaringan
telekomunikasi di seluruh Ibuknta Kecamaian dan desa di Propinsi Banten.

Pasal 21

Arahan pengembangan infrestruktur perumahan dan permukiman, yang meliputi
pengembangan Rumah Sakit Umum (RSU) serta pengemhbangan Tempat
Pembuangan Akhir (TPA) Sampah, Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Limbah
Industri, Penyediaan Air Bersih lintas Wilayah, pengemtangan Instalasi
Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan pengembangan Pusat Pendidikan dan
Pelatihan dalam rangka mendukung pengembangan PKN dan PKW.

Pasal 22

Arahan pemgembangan infrastruktur perdagangan dan jasa, meliputi
pengembangan Pasar Induk, Pasar Lelang, Terminal Penumpang dan Angkutan,

Terminal Jasa Pengolahan dan Terminal Agrobisinis dalam rangka menciukung
pemgembangan PKN dan PKW.

Parégraf Kelima

Arahan Pengembangan Kawasan Anda'an
Pasal 23

Arahan pengembangan Kawasan Andalar Bojonegara — Merak - Cilegon dan
sekitarnya, yang berbasiskan pada pengembangan 5 (me; kegiatan utama (core

business) ekoncmi yailu Industii Tanaman Pangan, Pariwisata, Perikanan
Laut/Pelabuhan dan Pertambangan.



Pasal 24

Pengaturan Penataan Ruang Kawasan Andalan dan cepat tumbuh akan diatur
kemudian dalam Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan.

Bagian Kedua
Kebijakan Pola Pemanfaatan Ruang
Paragraf Pertama

Arahan Pemanfaatan Ruang Kawasan Lindung

Pasal 25

Arahan umum pengelolaan kawasan lindung adalah :

a. Pemantapan batas dan status kawasan lindung sehingga keberadaannya lebih

jelas, baik secara fisik maupun status hukum;

b. Pemanfaatan kawasan lindun
indunanya:

¢. Mengikutsertakan masyarakat lokal dalam pemeliharaan kawasan lindung:

d. Pengelolaan kawasan lirdung yang meliputi lebih dari satu wilayah

administrasi, baik dari segi fisik maupun fungsional di bawah koordinasi
Pemerintah Propinsi-

g dapat dilakukan sejauh tidak mengurangi fungsi

Kerjasama antar daerah Kabupaten/Kota menjadi salah satu pendekatan

utama dalam pengelolaan kawasan lindung yang meliputi lebih dari satu
wilayah administrasi.

Pasal 26

Kawasan Lindung di Propinsi Banten diarahkan dengan proporsi 43 % dari luas

wilayah Banten, dapat diklasifikasikan ke dalam dua sudut pandang yaitu
berdasarkan status lahan dan fungsi lahan.

Pasal 27

Kawasan Lindung di Propinsi Banten dilihat dari statusnya menjadi :

a. Kawasan Hutan yang berfunysi findung terdiri dari Kawasan Hutan Konservasi
dan Kawasan Hutan Lindung;

Kawasan Non Hutan yang berfungsi lindung terdiri dari Kawasan Perkebunan
dan Kebun Campuran yang perlakuannya menunjang fungsi lindung.

Pasai 28
Kawasan lindung di Propinsi Banten ditinjau dari fungsinya maliput; :

1. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, terdiri atas -
a. Kawasan hutan lindung:

b. Kawasan rezapan air:
2. Kawasan perlindungan setempat terdin atas :
a. Sempadan pania:,
b. Sempadan sungai:
¢ Kawasan sekitar waduk dan situ



et seekabar mato o
3 Kawasan suaka alam, terdin atas -
a Kawasan cagar alam,
b Kawasan suaka margasatwa;
¢ Kawasan suaka alam kelautan dan perairan lainnya;
d. Kawasan pantai berhutan bakau;

4. Kawasan pelestarian alam, terdin atas :
a. Taman nasional;

b. Taman hutan raya;
¢. Taman wisata alam:

Kawasan perlindungan plasma nutfah eks-situ;
Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan;
7. Kawasan rawan bencana alam, terdiri atas :
Kawasan rawan letusan gunung berapi;

b. Kawasanr rawan gempa bumi;

¢ Kawasan rawan gerakan tanah;

d Kawasan rawan banjir.

©

Bagian Ketiga
Kawasan yang Memberikan Perlindungan Kawasan Bawahannya
Paragraf Pertama

Kawasan Hutan Lindung

Pasai 29

Perlindungan terhadap kawasan hutan lindung dilakukan untuk mencegah
terjadinya erosi, bencana banjir, sedimentasi dan menjaga fungsi hidrologis tanah
untuk menjamin ketersediaan unsur hara, air tanah dan air permukaan.

Pasal 30
Kriteria kawasan hutan lindung adalah :

" a. Kawasan hutan dengan faktor-faktor kemiringan tanah, jenis tanah dan curah
hujan dengan nilai skor lzbih besar atau sama dengan 125;

b. Kawasan hutan yang mempunyai kemiringan tanah 40% atau lebih dan pada

daerah yang keadaan tanahnya peka terhadap erosi, dengan kemiringan tanah
lebih dari 25%; .

c. Kawasan hutan yang mempunvai ketinggian 2000 meier aiau lebih & atas
~sermukaan laut.

Paragraf Kedua
Kawasan Resapan Air
Pasal 31
Perindungan terhadap kawasan resapan air, dilakukan untuk memberikan ruang

yang cukup bagi peresapan air hujan pada daerah tertentu untuk keperiuan

penyediaan kebutuhan air tarnah dan pengendalian banpr, baik untuk kawasan
bawahannya maupun kaw sar yang bersargkutan.

14



Pasal 32
Kriteria kawasan resapan air adalah :

a. Kawasan dengan curah hujan rata-rata lebih dari 1000 mm per tahun;
b. Lapisan tanah berupa pasir halus berukuran minimal 1/16 mm;

€. Mempunyai kemampuan meluluskan ai dengar kecepatan lebih dari 1 meter
per hari;

d. Kedalaman muka air tanah Iebih cari 10 meter terhadap muka tanah setempat:
e. Kemiringan kurang dari 15%:

" f. Kedudukan muka air ta

nah dangkal lebih tinggi dari kedudukan muka air tanah
dalam.

Bagian Keempai
Kawasan Perlindungan Setempat
Paragraf Pertama

Sempadaii Pantai
Pasal 33

(1) Pantai adalah fuang publik untuk pemanfaatan kepentingan umum.

(2) Perlindungan terhadap sempadan pantai Gilakukan untuk melindungi wilayah
Pantai dari kegiatan yang mengganggu kelestarian fungsi pantai.

Pasal 34

Kriteria sempadan pantai adalah daratan sepanjang tepian pantai yang lebarnya
proporsional dengan beniuk -dan kondisi fisix pantai sekurang-kurangnya 190
meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

Paragraf Kedua

Sempadan Sungai
Pasal 35

Perlindungan terhacap sCmpadan sungai dilakukan untuk melindungi

dari kegiatan budidaya yang dapat mengganggu dan merusak kondi
mengamankan aliran sungal

fungsi sungai
si sungai dan

Pasal 36

Kriteria sempadan s.ngai adalah -

a. Sekurang-kurangnya 5 meter di sebelah luar sepanjan
kawasan perkolaan dan 3 meter di
dalam kawasan parkotaan:

b. Sekurang-kurangnya 100 meter di kanan kiri sungai besar dan 50 meter di
kanan kiri sungai <ecil yang tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan;

g kaii tanggul di luar
sebelah luar sepanjang kaki tangqul di



C. Sekurang-kurangnya 10 meter dari te

i sungai untuk sungai yang mempunyai
kedalarhan p 9 gal yang P Y?.”

tebih dan 3 meter sampai dengan 20 meter,
-d. Sekurang-kurangnya 15 meter

kedalaman lebih dari 3 meter s

*

dari tepi sungai untuk sungai yang mempunyai

ampai dengan 20 meter, 5

e Sekura”@'kmaf_lgﬂya 100 meter dari tepi sungai untuk sungai yang terpengaruh
pasang surut air laut dan berfungsi sebagai jalur hijau,

Paragraf Ketiga
Kawasan Sekitar Waduk dan Situ

Pasal 37

- Pedindungan terhadap kawasan sekitar waduk dan situ dilakukan untuk

Pna i Ca LR

melindungi waduk dan situ dari kegiatan budidaya yang dapat mengganggu
kelestarian fungsinya.

Pasal 38

Kriteria kawasan sekitar waduk dan situ adalah sepanjang tepian waduk dan situ
yang lebarnya prooorsional dengan bentuk dan kondisi fisikk waduk dan situ
sekurang-kurangnya 50 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.-

Paragraf Keempat

Kawasan Sekitar Mata Air
Pasal 39

Perlindungan ie-hadap kawasan sekitar mata air, difakrikan untuk melindungi mata

air dari kegiatan budidaya yang dapat merusak kualitas dan kelestarian mata air
serta kondisi fistk kawasan sekitaritya.

Pasal 4C

Kriteria kawasan sekitar mata air adalah kawasan dengan radius sekurang-
kurangnya 200 meter sekitar mata air.

Bagian Kelima
Kawasan Suaka Alam
Paragraf Pertama

Kawasan Cagar Alam
Masal 41
Perlindungan terhadap kawasan cagai alam dilakukan untuk melindungi kekhasan

biota. lipe ekosistem. gejala dan keunikan alam uagi kepentingan plasma nutfah,
imu pengetahuan dan pembangunan pada umumnya




Pasal 42
Kriteria kawasan cagar alam adalah :

' itunj i ivas tertentu yang
a. Kawasan darat dan atau perairan yang ditunjuk mempunyai
menunjang pengelolaan yang efektif dengan daerah penyangga cgkup luas
serta mempunyai kekhasan jenis tumbuhan, satwa atau ekosistemnya;

b. Kondisi alam, baik biota maupun fisiknya masih asli dan tidak atau belum
diganggu manusia.

Paragraf Kedua

Kawasan Suaka Margasatwa
Pasal 43

Perlindungan terhadap kawasan suaka margasatwa dilakukan untuk melindungi
keanekaragaman dan atau keunikan jenis satwa.

Pasal 44

Kriteria kawasan suaka margasatwa adalah :

a. Kawasan yang gitunjuk merupakan tempat nidup dan perkembangan dari suatu
Jenis satwa yang pe

rlu dilakukan upaya konservasinya;
b. Memiliki keanexaragaman dan atau keunikan satwa;

<. Mempunyai iuas vang cukup sebagai habitat jenis satwa yang bersangkutan.
Paragraf Ketiga
Kawasan Suaka Alam Ke'autan dan Perairan Lainnya
Pasal 45

Perindungan terhadap kawasan
dilakukan untuk melindungi keunik
alam bagi kepeniingan plasma nut{

suaka alam kelautan dan perairan

an biota, tipe ekosistem, gejala dan k
ah, keperluan pariwisata

iainnya
eunikan
can ilmu pengetahuan.

Pasal 46

Kriteria kawasan suaka alam kelautan
berup~ perairan laut,
karang dan atau yang
ekosistem.

dan perairan lainnya adalah kawasan
perairan darat, wilayah pesisir, muara sungai, gugusan
mempunyai ciri khas berupa keragaman dan atau keunikan

Paragraf Keempat

Kawasan Pantai Berhutan Bakau

Pasal 47

Perlindungan terhadap kawasan berhutan bakay dilakukan untuk melestarikan
hutan bakau sebagai pembentuk eksosistem hutan bakau dan
berkembangnya berbagai biota laut g Sumping sebagai
pengikisan air laut serta peli



Pasal 48

Kriteria kawasan pantai berhutan bakau adalah minimal 130 kali nilai rata-rata
perbedaan air pasan

9 tertinggi dan terendah tahunan diukur dari garis air surut
terendah ke arah darat.

Bagian Keenam
Kawasan Pelestarian Alam
Paragraf Pertama

Taman Nasional

Pasal 49
Perindungan teihadap taman nasioal dilakukan untuk melindungi ekosistem dan
dimanfaatkan untuk Pengembangan pendidikan, ilmu pengetahuan, rekreasi dan
pariwisata serta peningkatan kualitas lingkungan sekitarnya dan perlindungan dari
pencemaran.

Pasal 50
Kriteriz taman nasional acdzlah -

a. Kawasan darat dan atau perairan yang ditunjuk relatif luas, tumbuhan dan atau
satwanya memiliki sifat spesifik dan endemik serta berfungsi sebagai
perlindungan sistem Penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman
jenis tumbuhan dan satwa sera pemanfaatan secara lestari sumber daya alam
hayatl: dan ekosistemnya:

b. Dikelola dengan sistem zonasi yang lerdiri dari zona int, zona pemanfaatan
dan zona lain sesuai dengan keperluan.

Paragraf Kedua

Taman Hutan Raya

Pasal 51

Perlindungan terhadap taman-taman hutan raya dilakukan untu
koleksi tumbuhan yang alami atau buatan, jenis asli
dimanfaatkan untuk kepentingan ilmu pengetah
budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi.

k melindungi
dan atau bukan asli, yang
uan, pendidikan, menunjang

Pasal 52
Kriteria taman hutan raya adalah :
2 Kawasan yang ditunjuk mempunyai luas tertenty,
kawasan hutan dan atau kawasan bukan hutan:

b Memiliki arsitektur tentang alam dan akies yana baik untuk ke
pariwisata.

c. Dikelola dengan sistem zonasi yang terdiri dari zona inti,
dan zona lain sesuai dengan keperluan,

yang dapat merupakan
pentingan

zona pemanfaatan



Paragraf Ketiga
Taman Wisata Alam

Pasal 53

Perlindungan terhadap taman wisata alam dilakukan untuk meiindungi bentang
alam dan gejala alam yang menarik dan indah, baik secara alamiah maupun
buatan bagi kepentingan wisata dan rekreasi.

Pasal 54
Knteria Tamar Wisata Alam adalah -

a. Kawasan darat dan atau perairan yang ditunjuk mempunyai luas yang cukulp
dan lapangannya tigak membahayakan serta memiliki keadaan yang menarik
dan indah, baik secara alamiah maupun buatan:

0. Memenuhi kebutuhan rekreasi dan atau olan raga serta mudah dijangkau.

Bagian Ketujuh

Kawasan Perlindungan Plasma Nutfah Eks-Situ
Pasal 55

Perlindungan terhadap kawasan perlindungan plasma nutfan eks-situ dilakukan

untuk melindungi dan mengembangkan jenis plasma nutfah tertentu ciluar
kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam.

Pasal 56

Kriteria kawasan perlindungan plasma nutfah eks-situ merupakan areal te:

npat
pengembangan plasma nutfah tertentu dan tidak membahayakan.

Bagian Kedelapan

Kawasan Cagar Budaya dan limu Pengetahuan
Pasal 57

t-erlindungan terhadap kawasan cagar budaya dan iimu pengetahuan dilakukan
untuk melindungi kekayaan budaya bangsa berupa peningga!an~peninggalan
sejarah, bangunan arkeologi, bangunan monumental dan adat istiadat yang

berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan dari ancaman kepunahan yang
disebabkan oleh kegiatan alam Maupun manusia.

Pasal 58

Kriteria Kawasan Cagar Budaya dan limu Pengetahuan adalah -

3. Benda buatan manusia bergerak atau tidak bergerak yang berupa kesatuan
atau kelompok, atau bagian-bagiannya atau sisa-sisanva, yang berumur
sekurang-kurangnya 50 tahun atau mewakili masa gaya yang “has can
sekurang-kurangriya 30 tahun sera dianggap mempunyai nilai penting bagi
sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan:

b. Lokasi yang menganduny «.au diduga mencunc ing benda cagar budaya



Pasal 59

(1) Radius 1 Km atau lebih d
pemanfaatan ruang diarahk
situs bersejarah.

ari kawasan cagar budaya dan situs bersejarah
an mendukung fungsi kawasan cagar budaya dan

(2) Dalam kawasan lindun
kegiatan b
bentang al

g selain tersebut dalam ayat (1) pasal ini dapat dilakukan
udaya yang lidak menggangu fungsi nndung dan tidak mengubah
am, kondisi Penggunaan lahan serta ekosistem alami yang ada.

(3) Kegiatan budaya yang sudah ada di
dampak penting terhada
Derundang-undangan_

(4) Apabila menurut kajian lingkungan kegiatan budidaya sebagimana dimaksud
dalam ayat (3) pasal ini menggangu fungsi lindung dikembalikan secara
bertahap.

kawasan lindung yang mempunyai
p lingkungan hidup disesuaikan dengan peraturan

Bagian Kesembilan
Paragraf Pertama

Kawasan Rawan Bencana Gunung Berapi

Fasal 60
Perlindunaan terh

adap kawasan rawan bencana gunung berapi dilakukan untuk
melindunai manus

ia dan kegiatannya dari bencana gunung berapi.

Pasai 61
Kriteria Kawasan Rawan Bencana Gunung Berapi adalah :

a. Kawasan dengan jarak atau radius terentu dari pusat letusan yang

berpengaruh langsung dan tidak lancsung, dengan tingkat kerawanan yang
berbeda;

b. Kawasan berupa lembah yang akan menjadi daerah aliran lahar dan lava.

Paragrai Kedua

Kawasan Rawai Gempa Bumi

Pasal 62

Perlindungan terhadap kawasan gempa bgmi dilakukan untuk melindungi manusia
dan kegiatannya dari bencana gempa bumi.

Pasal 63
Kriteria Kawasan Rawan Gempa Bumi adalah :
a. Daerch yang mempunyai sejarah kegempaan yang merusak:
b. Daerah yang dilalui oleh patahan aklif;

c. Daerah yang mempunyai catatan kegempaan den
lebik besar dari 5 pada Skala Ri~hter;

i Daerah dengan batuan dasar berupa endapan iepas se
dan batuan lapuk;

Kawasan lembah bert 2bina curam yang disusun batuan mudah longsor.

gan kekuatan (magnitudo)

perli endapan pantai

w
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Paragraf Ketiga

Kawasan Rawan Gerakan Tanah
Pasal 64

Pecdindungan terhadap kawasan rawan gerakan tanah dilakukan untuk mengatur

kegiatan manusia pada kawasan rawan gerakan tanah untuk menghindari
terjadinya bencana akit:at perbuatan manusia.

Pasal 65

Kriteria kawasan rawan gerakan tanah adalah daerah dengan kerentanan tinggi

untuk terkena gerakan tanah, terutama jika kegiatan manusia menimbulkan
9angguan pada lereng di kawasan ini.

Paragraf Keempat

Kawasan Rawan Bencana Banjir
Pasal 66

(1) Kawasan rawan bencana vanjir adalah tempat-tcmpat yang secara rutin setiap
musim hujan mengalami gerangan letih dari 6 (enam) jam pada saat hujan
turun dalam keadaan musimn huian normal.

(2) Kawasan rawan bencana banjir merupakan kawasan lindurg yang bersifat

sementara, sampai dengan teratasinya masaiah banjir secara menyeluruh dan
permanen di tempat tersebut.

Pasal 67

(1) Kawasan rawan bencana banjir sedapat mungkin tidak dipergunakan untuk
permukiman.

(2) Untuk daerah yang sudah terbangun, hendaknya diadakan penyuluhan akan

bahaya yang mungkin terjadi diwaktu yang akan datang dan secara bertahap
serta terencana permukiman dipindahkan.

BAB V|
PENETAPAN KAWASAN LINDUNG
Pasal 68

Kawasan yang memberikan perlindun
sebagaimana dimaksud dalam
Daerah ini meliputi

a. Kawasan hutan lindung yan
meliputi

gan terhadap kawasan . bawahannya
rasal 29 sampai dengan pasal 32 Peraturan

g tersebar pada ueberapa wilayah Kabupaten,

1. Kabrpaten Serang (Kecamatan Cinangka, Kecamatan Anyer dan
Kecamatan Waringin Kurung):

Kaburaiwon "andeglang (Kecamatan Mandalawan

Kecimatin Cigeulis, Kecamatan Cimanggqu,
Kecar.c.an Cibaliung):

gi, Kecamatan Kaduhejo,
Kecamatan Sumur dan

o3



3. Kabupaten Lebak (Kecamatan Cip

b. Kawasan berfun

_ anas, Kecamatan Cibeber Kecamatan
Leumdamar, Kecam '

alan Muncang dan Kecamatar. Bojongmanik).

. - '
gsi Ilndung di luar kawasan h t
KabupalenIKola; o

c. Kawas
1.

(1) Sempadan Panta:
a.

€.

. Kahupaten Serang (Kecam

an lindung, tersebar o daerah

an resapan air tersebar di seb

Kabupaten Serang (Kecamatan
Waringin Kurung);

Kabupaten Pandeglang (Kecamatan Cigeulis,

Kecamatan Sumur, Kecamatan Cibaliung, Kecam
Kecamata,, Kaduhejo):

agia® Daerah Kabupaten, sebagai berkut -
Cinangka, Kecamatan Anyer, Kecamatan

Kecamatan Cimanggu,
atan Mandalawangi dan

Kabupaten Lebuk (Kecamatan Cipanas dan Kecamatan Cibeber);

Pasal 69

sebagaimana
Kabupaten Tangerang (Ke
Kecamatan Paky Haji, Keca

dimaksud dalam pasal 33, terletak pada :

Camatan Kosambi, Kecamatan Teluk Naga,
matan Mauk dan Kecamatan Kronjo):

atan Tirtayasa, Kecamatan Pontang, Kecamatan
Kasemen, Kecamatan Kramatw

atu, Kecamatuan Bojonegara, Kecamatan
Anyer dan Kecamatan Cinangka):

Kabubaten Pandeglang (Kecamatan Labuan,
Kecamatan Panimbang, Kecamatan Cigeulis,
Kecamatan Sumur, Kecamatan Cibaliung dan Keca
Kabupaten Lebak (Kecamatan Mali
Kecamatan Bayah);

Kecamatan Pagelaran.
Kecamatan Cimanggu
matan Cikeusik);

ngping, Ketamatan Panggarangan dan

Kota Cilegon (Kecamaian Pulo Merak dan Kecamatan Ciwandan).

(2) Sempadan sungai sebagaimana dimaksud dal

am pasal 35, terletak paca
Daerah Aliran Sungai :
a. Ciujung:
b. Cidurian:
c. Cisadane;
d. Citarum;
e. Cipunagara,;
i Ciasem;
g. Ciliman;
h. Cilember;
i. Cibungur;
j. Cibanten.

(3) Sempadan Kawasan sekitar danau/waduk/rawa sebagaimana dimaksud dalam
pasal 37 dan 38, tersebar di semua Kabupaten/Kota.

; i ai [ | 39
dan Kawasan sekitar mata air sebagmmana‘dim_aksud dalam pasa
(4) g::gg tersebar di Daerah Kabupaten/Kota, sebagai berikut

a.

b
c
s
G

Kabupaten Tangerang,
Kabupaten Serang:
Kabunaten Pandeglang:
Kabupaten Lebak;

Kota Tangerang,

Kota Ciegon



Pasal 70

Kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 sampai dengan
pasal 45 Peraturan Daerah ini meliputi ;

a Kawasan cagar alam, yaitu :
1. Cagar Alam Rawa Dano, terletak i Kabupaten Serang,;
2. Cagar Alam Pulau Dua, terletak di Kabupaten Serang;
3. Cagar Alam Tukung Gede, ierletak di Kabupaten Pandeglang;

4. Cagar Alam Gunung Halimun, terletak di Kabupaten Lebak.
b. Kawasan suaka margasatwa, yaitu -

1. Suaka Margasatwa Taman Nasional Ujung Kulon, terletak di Kabupaten
Pandeglang;

2. Suaka Margasatwa Pulau Dua, terletak di Kabupaten Serang.

Kawasan Suaka Alam yang memiliki laut dan perairan terletak di Kabupaten

Serang, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Pandeglang, Kota Cilegon dan
Kabupaten Lebak.

Kawasaii pantai berhutan bakau terletak di Kabupaten Tangerang (Kecamatan
Kecamatan Kosambi, Kecamatan Paku Haji. Kecamatan Mauk, Kecamatan
Kronjo), Kabupaten Serang (Kecamatan Tirtayasa, Kecamatan Pontang,

Kecamatan Kasemen, Kecamatan Kramatwatu, Kecamatan Bojonegara) dan
Kota Cilegon (Kecamatan Pulo Merak);

Pasal 71

rawasar pelestarian alam sebagainana dimaksud dalam pasal 49 sampai dengan
nasal 54 Peraturan Daerah ini meliputi

a. Kawasan taman nasional, yaitu ;

1. Taman Nasional Ujung Kulon, terletak di Kabupaten Pandeglang;
2. Taman Nasional Gunung Halimun, terletak di Kabupaten Lebak.
b. Kawasan taman wisata alam, yaitu
1. Taman Wisata Alam Pulau Sanghiang, terletak ci Kabupaten Serang:
2. Taman Wisata Alam Carita, terletak di Kabupaten Pandeglang;

3. Taman Wisata Pulau Cangkir dan Pulay Lak:.

terletak di Kabupaten
Tangerang;

Pasal 72

Kawasan perlindungan alam plasma nutfah eks-situ
pasal 55 Z¢an pasal 56 Peraturan Daerah ini . yaitu :

a. Hutan Bakau, tcrletak di
Cilegon;

b. Hutan Produksi di Kabupaten Lebak dan di Kabupaten Pandeglang;
Taman Nasional Ujung Kulon di Kabupaten Pandeglang;

d Taman Nasicnal Gunung Halimun di Kabupaten Lebak:

sebagaimana dimaksud dalam

Kabupaten Tangerang, Kabupaten Seranqg, Kota



Paeal 73

Kawasan cagar budaya d

an ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud dalamy
pasal 57 dan pasal 58 p '

eraturan Daerah ini | yaitu -
a. Gedung Negara, terletak di K

abupaten Serang; %
tak di Kabupaten Serang;
Makam Para Aulia yang tersebar di Kabupaten/Kota:

. Situs sejarah yang tersebar di Kabupaten/Kota:

e. Perkampungan Masyarakat Baduy, terletak di Kecamnatan Leuwidamar,
Kabupaten Lebak:

b. Kawasan Banten Lama o
6

Pasal 74

Kawasan rawan bencana alam seba
Sampail dengan pasal 61 Peraturan
gunung berapi di kawasan gunung kar

gaimana dimaksud dalam pasal 60 dan
Daerah ini, yaitu kawasan rawan bencana
ana vang terletak di Kabupater Pandeglang.

BAB VI
KEBIJAKAN PENGELOLAAN KAWASAN LINDUNG DAN BUDIDAYA
raragraf Pertama
Pasal 75

Dalam kawasan hutan lindung, kawasan cagar alam, kawasan cagar budaya dan

kawasan rawan bencana gunung berapi pade kawasan rawan i, dilarang
melakukar. kegiatan budidaya apapun.

Pasal 76

(1) Dengan memperhatikan fungsi findung, kawasan vang bersangkutan, dapat

dilakukan eksplorasi mineral dan air tanah serta kegiatan lain yang berkaitan
dengan pencegahan bencana alam,

(2) Apabila ternyata ka..asan lidung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
terdapat indikasi adanya endapan mineral, kandungan air tanah atay kekayaan
lainnya yang bila diusahakan dinilai amat berharga bagi “emerintah, maka
kegiatan budidaya di kawesan lindung tersebut dapat diijinkan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Pengelolaan kegiatan budidaya sebagaimana dimaksud dalam ayat {2
dilakukan dengan tetap memelihara fungsi lindung kawasan yang bersangkutan

serta wajib melaksanakan upaya perlindungan terhadap lingkungan hidup dan
melaksanakan reklamasi bekas penambangannya.

Paragraf Kedua ~

Arahan Pengcmbangan Kawasan Budidaya
Pasal 77
Arahan Pengembangan Kawasan Budidaya yang menjadi kepentingan lintas
wilayah adalah mempertahankan kawasan lahan basah (sawah), khususnya yang

benngast terms
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Pasal 78

Untuk kawasan budidaya
pemanfaatan ruang yang ber
pedoman bagi seluruh Kabuy

lainnya diatur dalam standar dan !(ffleria tekni;
laku umum dan menjadi persyaratan minimal sebagai
paten/Kota di wilayah Propinsi Banten,

BAB IX
KEBIJAKAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Paragraf Pertama
Umum

Pasal 79
Pengendalia

n Pemanfaatan Ruang diselenggarakan melalui kegiatan pengawasan
dan penertib

an terhadap pemanfaatan ruang.

Pasal 80

Koordinasi pengendalian
sama dengan
masyarakat.

pemanfaatan ruang dilakukan oleh Gubernu: bersama-
Bupati/Walikota, dengan memperhatikan aspek keikutsertaan

Paragraf Kedua

Pengawasan

Pasa! 81

(1) Pengawasan terhadap pemanfaatan ruang sehagaimana diméksud dalam
pasal 79 diselenggarakan dengan kegiatan pemantauan, pelaporan dar
evaluasi secara rutin oleh Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD)
yang ditetapkan cangz.1 Keuutusan Gubernur.

(2) TKPRD melakukan pengawasan pemanfaatan
dengan program, kegiatan pembangurnan, pember
terkaitan dengan pemanfaatan ruang.

(3) Sistem Pelaporan dan materi laporan p
pemanfaatan ruang adalsh sebagai berikut -
a. Laporan perkembangan pemanfaatan ruan

pelaporan secara periodik dan berjenjang;

Laporan tersebut dilengkapi dengan mater; laporan sebagai berikut
1) Perkembangan pemanfaatan ruang;

2) Perkembangan perubahan fungsi dan peri
J) Masalah-masalah yang terjadi perlu dianti

ruang yang berhubungan
ian ijin dan kebijakan yang

erkembang_an struktur dan pola

g dilaksanakan melalui sistem
D.

jinan pemanfaatan ruang;
sipasi.



Paragraf Ketiga
Penertiban d

b5

Pasal 82
(1) Penertiban ethadap pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pasal 79

dilakukan  berdasarkan laporan perkembangan pemanfaatan  ruang
berdasarkan hasil pengawasan,

(2) Penertiban terhadap pemanfaatan ruang dilakukan oleh aparat pemerintah
yang benwecnang

(3) Bem.u?‘c penertiban adalah pemberian sanksi yang terdiri dari sanksi
administratif, sanksi pidana maupun perdata.

(4) Sanksi Administratif, dapat dilaksanakan melalui pencabutan ijin pemanfaatan
fuang yang telah diberikan.

BAB X
HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 83

Dalam kegiatan penataan ruang wilayah masyarakat berhak :

a. Berperan serta dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan
pengendalian pemanfaatan ruang;

Mengetah.i secara terbuka isi RTRWP Banten:

-

Menikmati manfasi ruang dan atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat dari
penataan ruang:
Memperloieh penggantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai

akibat pelexksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata
ruang.

Pasal 84

(1) Rencana Tata Ruang sebagaimana dimaksud delam pasal 83 huruf b
selambal-iambatnya 2 (dua) bulan sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan,
Gubernur atau pejabat lain yang ditunjuk wajib melaksanakan sosialisasi

(2) Bentuk sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan mel
media cetak dan e'ektronik dalam bentuk antara lain pemasangan pa
informasi pada tempat-tempat umum dan penerbitan buku RTRWP.

alui
pan

Pasal 85

(1) Dalam menikmalti manfaat ruang dan atau pertambaiian nilai ruang sebagai
akibat penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 huruf c,

pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang verlaku.

(2) Untuk menikmati dan memaniaatkan ruang beserta sumber daya alam yang

terkandung di dalamnya, sebagaimaria dimaksud dalam ayat (1) didasarkan
pada ketentuan peraturan perunuang-undangan,
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Pasal 86

(1) Hak meinperoleh penggantian yang layak atas kerugian akibat pelaksanaan

RTRWP dilaksanakan dengan cara musyawarah antara pihak yang
berkepentingan.

(2) Dalam hal tidak tercapai hesepakatan mengenai penggantian yang layak
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka penyelesaiannya dilakukan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 87
Dalam kegiatan penataan ruang wilayah propinsi masyarakat wajib

a. Berperan serta dalam memelihara kualitas ruang;

b. Berlaku terlib dalam keikutsertaan pada proses perencanan tata ruang,
pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;

C.

Mentaati RTRWP Banten 2002 - 2017 yang telah ditetapkan.

Pasal 88

(1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana
dimaksud dalam pasal 87 dilaksanakan dengan memenuhi dan menerapkan

kriteria, kaidah, baku mutu dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan
dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Kaidah dan peraluran pemanfaatan iuang yang dipraktek-kan masyarakat
secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor
daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi dan struktur pemanfaatan

ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras dan
seimbang.

Pasal 89

Ualam pemanfaatan ruzang di daerah, peran seria masyarakat dapat
a.

herventuk :
Pemanfaatan ruang daratan, ruang lautan dan rvang udara berdasarkan
peraturan perundang-undangan, agama, adat, atau kebiasaan yang berlaku;

L. Bantuan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan pelaksanaan

pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan vang mencakup lebih dari satu
wilayah Kabupaten/Kota;

Penyelenggaraan kegiatan pembangunan berdasarkan RTRWP dan rencana
tata ruang kawasan yaiig meliputi lebih dari satu wilayah kabupaten:

d. Perubahan atau konversi pemanfaatan ruang sesuai denga
telah ditetapkan;

e Bantuan teknik dan pengelolaan dalam pemanfaatan ruang;

i Kegiatan menjaga, memelihara dan meningkatkan
iil ugkungaﬂ hidUp,

n RTRWP yang

kelestarian  fungsi

Pasal 90

Tata cara pe:ia- serta masyarakat dalam pemaniaatan ruang di daerah dilakukan
sesuai der jan reraturan perundang-undangan yang berlaku.



o
Pasal 91

A
Dalam pengendalian pemanfaatan ruang, peran serta masyarakat dapat
berbentuk :

a. Pengawasan terhadap pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan yang meliputi

lebih dari satu wilayah Kabupaten/Kota, termasuk pemberian informasi atau
laporan pelaksanaan pemanfaatan ruang kawasan dimaksud dan atau

Bantuan pemikiran atau pertimbangan berkenaan dengan penertiban
pemanfaatan ruang,

Pasal 92

Peran serta masyarakai dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana
dimaksud dalam pasal 91 disampaikan serara lisan atau tertulis kepada Gubernur
atau pejabat yang beiwenang.

BARB Xl
PERUBAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH
Pasal 93

(1) RTRWP Banten yang telah ditetapkan dapat diubah sesuai dengan
perkembangan keadaan selainbat-lambatnya 2007.

(2) Perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

BAB Xli
PENYIDIKAN
Pasal 94

(1) Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan
Daerah ini dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di

lingkunge-n Pemerintah Daerah ‘'yang pengangkatannya ditetapkan sesuai
dengan p2raturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Pejabat Pen

yidik sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) berwenang: :
a. Menernima laporan atau pengaduan dari seseorang lentang adanya tindak
pidana;

b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan
melakukan pemeriksaan,;

c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri
tersangka;

d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat :
Mengambil sidik jari dan memotret scseorang:

f. Memanagi 2rang untuk didengar dan dipenksa sebagai tersangka atau
saksi;

g Mer~lataigkan orang ahli yang diperlukan dalam hubuntoannya dengan
pemeriksaan perkara,
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h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendepat ﬁ:ﬂﬂﬂizﬁ:mg‘::
Pejabat Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bk, nl T:' ;;’ oyt
tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya malalu kﬂ yt ’
Umum memberikan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangks sta
keluarganya; | o

i. Mengadakan  tindakan  lain  menurl hukuen — yang  dana
dipertanggungjawabkan

BAB Xl
KETENTUAN PIDANA
Pasal 95

(1) Pelanggaran pemanfaatan ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Dacrah iy
diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enar‘n) bulan dan atau dends
sebanyak-banyaknya Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).

(2) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tindak pfd-"*”?f
yang mengakibatkan perusakan pencemaran lingkungan diancam pidans
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

BAB XiV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 96

Pada saat mulaj berlakunya Peraturan Daerah ini, semua Peraturan Daerah gan

peraturan pelaksanaannya yang berkaitan dengan penataan ruang dinyatakan
tidak berlaku.

Pasal 97
Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka

a. Kegiatan budidava vanj ‘elah ditetapkan sebelumnya dan berads pada
kawasan lindung dapal diteruskan sejauh tidak menggangu fungsi lindung;

b. Kegialan Budidaya yang masih berlangsung di
mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hi
ketentuan yang berlaku sebagaiinana diatur dalam
Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Rawasan Lindung yang
dup dikenakan ketentuan-
Undang-undang Nomor 23

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 98

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah NI sepanjang
menyangkut teknis pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan

Gubernur.



Pasal 99

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Banten

Diundangkan di Serang
pada tanggal 12 Juli 2002

SEKRETARIS DAERAH
PROPINS! BANTEN

tid

DRS. H. CHAERON MUCHSIN

P~:apinz tltama Muda
Nit. Ci0 057 348

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 8 Juli 2002

GUBERNUR BANTEN

ttd

H.D. MUNANDAR

LEMBARAN DAERAH PROPINSI BANTEN TAHUN 2002 NOMOR 38
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